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PUTUSAN 

Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Mgt 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 

agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai 

gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Cirebon, 03 Mei 

1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx 

xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, 

SEKARANG BERTEMPAT KEDIAMAN DIRUMAH ORANG 

TUA PENGGUGAT DI XXXXX , sebagai Penggugat; 

                                   Lawan 

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 01 Januari 

1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx 

xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, 

sebagai Tergugat; 

 

Pengadilan Agama tersebut ;  

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti 

dipersidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 

1034/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam 

pada tanggal 11 November 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magetan 

sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 11 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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November 2011, dan saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat 

bersetatus jejaka; 

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama  

dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAGETAN kemudian 

berpindah-pindah dan yang terakhir tinggal bersama dirumah orang tua 

Tergugat di KABUPATEN MAGETAN ;  

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat  

sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1  

orang anak bernama xxxxxxxxxxx, lahir di Magetan pada tanggal 24 Maret 

2012, pendidikan SLTP, (laki-laki), tinggal bersama Tergugat;   

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 

tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2024 rumah 

tangga  Penggugat dan  Tergugat mulai goyah,  sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan :  

a. Tergugat sering marah-marah karena hal sepele dan ketika marah 

Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

dengan memukul, menampar, menjabak, dan pernah menendang 

Penggugat; 

b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui nama dan 

asalnya; 

5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya 

sejak bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di 

XXXXX Kabupaten Magetan, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah 

selama 6 bulan ;  

6. Bahwa dengan kejadian tersebut  telah di tempuh upaya damai namun 

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat 

dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, 

dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma 

hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir 

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara  Penggugat 

dengan  Tergugat ; 
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7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat  

gugatan Penggugat tersebut; 

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut,  Penggugat mohon kepada 

Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan 

memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai   

berikut  :   

PRIMER : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT) ; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai 

dengan peraturan yang berlaku ; 

SUBSIDER : 

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya ; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 11 Oktober 2024 dan tanggal 25 

Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat 

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat 

agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap 

pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Surat: 
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor  XXXXX tanggal 

11 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, 

Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap 

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh 

Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 November 2011 

yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa 

Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis 

diparaf dan diberi tanda P.2;  

B. Saksi: 

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat 

tinggal di xxxxxx Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal 

dengan Tergugat;  

− Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;  

− Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 di KUA 

XXXXX Kabupaten Magetan;    

− Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

dirumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX 

Kabupaten Magetan;  

− Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang tinggal 

bersama Tergugat;  

− Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 

tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi 

rukun, sering berselisih dan bertengkar; 

− Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

− Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat terjadi karena Tergugat sering bersikap kasar kepada 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Penggugat, selain itu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita 

lain;   

− Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 

rumah sejak sekitar bulan Maret 2024 hingga sekarang;   

− Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan tidak ada 

komunikasi lagi;  

− Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan 

keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, 

akan tetapi tidak berhasil;  

− Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan 

Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin 

bercerai dengan Tergugat; 

− Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan 

Tergugat;  

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat 

tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa, saksi kemal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah paman Penggugat;   

− Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;  

− Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 di KUA 

XXXXX Kabupaten Magetan;   

− Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX 

Kabupaten Magetan;   

− Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak, yang 

di asuh oleh Tergugat;   

− Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 

tahun 2021 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena 

sering berselisih dan bertengkar;  
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− Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang 

lebih 7 bulan, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah 

Bersatu dan tidak ada komunikasi lagi;   

− Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;   

− Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki 

wanita idaman lain dan Tergugat sering bersikap kasar kepada 

Penggugat;    

− Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara 

musyawarah, namun tidak berhasil;  

− Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk 

rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;    

− Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan 

Tergugat;  

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap dalil-dalil gugatan dan cukup dengan bukti-bukti yang telah 

diajukannya serta mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 11 Oktober 2024 dan 25 Oktober 2024 

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan 

oleh suatu alasan yang sah; 

Disclaimer
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum 

Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal 

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah 

tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu 

perkara ini harus segera diputuskan;  

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 

4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk 

sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani 

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Analisis Pembuktian  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah 

bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut 

menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan 

dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal 

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1 telah ternyata 

terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan 

Agama Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan 

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pengadilan Agama Magetan  berwenang untuk memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2, maka harus 

dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah 

terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 11 

November 2011; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio 

memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak 

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan 

pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang 

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;   

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat 

Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan 

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan 

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan 
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cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Fakta Hukum  

               Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan 

bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum 

sebagai berikut: 

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2023 kondisi rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering 

bersikap kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat menjalin hubungan 

cinta dengan wanita lain; 

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan 

Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang dan 

selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak 

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya 

suami isteri; 

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan 

Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan 

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat 

bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat; 

Pertimbangan Petitum Perceraian  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di 

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin 

lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan 

rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan 
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perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil 

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut : 

 

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku 

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga 

hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri 

antara mereka berdua”; 

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut telah juga 

memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan 

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat 

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta 

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu 

patut dikabulkan;  

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang 

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada 

Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;  
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Amar Putusan 

MENGADILI 

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan 

patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) 

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp780.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);  

 

Penutup  

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari 

Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 

Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Makhmud, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, 

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum. dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.  sebagai 

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Siti 

Marfu'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat. 

 

Ketua Majelis 

 

ttd 

 

Makhmud, S.Ag., M.H. 

 

Hakim Anggota 

 

ttd 

 

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum. 

Hakim Anggota 

 

ttd 

 

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. 
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Panitera Pengganti 

 

ttd 

 

Hj. Siti Marfu'ah, S.H. 

 

Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00 

2. Proses : Rp.  100.000,00 

3. Panggilan : Rp.  510.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,00 

5. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00 

6. Redaksi : Rp.   10.000,00 

7. Meterai : Rp.   10.000,00 

 Jumlah : Rp. 780.000,00  

(Tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) 
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